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a. bahwa Sumber Daya Alam yang berupa air hawah

Menimbang
(anah maupun air permukaan di samping merupakan
potensi sumber pendapatan Daerah juga merupakan
kekayaan alarn yang harus. telap dijagn  dan
| ‘ dilestarikan keberadaannya ;

b. bahwa berdasarkan, Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, Pajak Pemanfaalan Air Bawah
Tanah dan Air Permukaan merupakan jenis Pajak

Daerah Tingkat 11 ;

b. Bahwa untuk memungut Pajak dimaksud- huruf a

perlu ditétapkan Eln‘ngan' Plf*ml_u ran Dperaly,, )
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. Mengingat- : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
{ Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Tahun 19560) ; '

2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Ler’ ~an”
Negara Nomor 3037) ;

LY ]

Undang Undang Nomor 17 Tehun 1997 tentang Badan
Penyclesaian Sengketa Pajak (1embaran Negara Tzhua
1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Iegaza Nomor
36384): '

4. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daermh (Lembaran Negara Tzhun
1997 Nemor 41, Tambohan Lembaran Zegara Nomor
3685):

5. Undang Undang Momor 19 Tahun 1997 leniang
Penagibun Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran ™ =
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Fegara
Nomor 3686) ;

6. Perawran Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (entang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Nomor
12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentakan Daer: ! -dagrah
Kabupaten di Jawu Timur / Tengah / Barat dan Daerah

[:-:I.im;wn Yogyakarta (Berua Negara tangaal 14 Agustus
1950) ;
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Peraturan Pemerintgh Nomor 21 Tahun 1982 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II
Magelang dari Wilayah Kotamadya Daersh Tingkat I
Magelang ke Kecamatan Mungkid di  Wilayah
Kabupaten Duerah Tingkat II Magelang (J.embaran
Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;

Peraturan Pemerintsh Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Pajak Duerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Hegara
Nomor 3691)

Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 84 Tzhun
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan
Daerah Perubahan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan pajak
Daerdh |

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun
1997 tentang Tala Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak
Daerah |

Peraturan Daerah Kabupaten Duersh Tingkat 1
Magelang Nomor S5 Tahun 1988 tentang Peryidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemenntah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembamn
Daerah Kabupaten Daerah ‘Tingkat 1l magelang Nomor
12 Tahan 1988 Seri D Nomor 12).

Dengan persetujuan Dewan Perwnkilan Ralyal Daerah Kabupaten Daceab “Iingkat
. 1l Magelang.
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MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGEAT 1[I MAGELANG TENTANG PAJAK

PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR
PERMUKAAN.

BAB 1
EETENTUAN UMUM

IPasal 1

Datam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengum :
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang ;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat ([ Magelang ;

c. Kepala Dasrah adalah Bupali Kepala Daerah Tingkat [ Magelang ;
d. Wilayzh Daerah adalah Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat [T Magelang ;

e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Dasrah
sesual peraluran perundang-undangan yang berlaku ;

Pajak Pemnanfaaian Air Bawah Taoab dan Air Permiukaan Tanah yang selangutuya
disebut Pajak acdalah pungulan Daerah atas permanfaatan air bawah tanah dan air
permukaan tanah ;

3. Air Bawzh Tanah adalah air yang berada di perut buroi, termasuk mata air vang
muncul secara alamiah i atas pecmukam tanal ;

1. Air permukam adialah air yang berada di alas permukaan bumi, tidak tecmasuk
ar laut ;

i. Sworat Pemberitahuan Pgjak Daorah ymng selmjulnya disingkat SPPD  adaah
Sural pemberitahuan dari Wijih Pajok yang berisi besarnya jumlah Air Bawah
Tanzh dan atan Air Peninukaan Tanah yang diambil Wajib Pujak dalam suatu masa
Pajal ;

Dipindai dengan CamScanner
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Surat Setorsn Fajak Daerah yaf;g ‘ﬁelﬁniuui:;ré tii;inghm. SSPD adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pemnbayaran atau penyetoran pajak
yang lerutang ke Kas Daerah atdu tetupat lain yang diletapkan Kepala Dasrah ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat
K eputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;

Swat Ketetapan Pagjak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnva disingkat
SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan hesarnya jwnlah pajak yang
terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembavaran pokok “pajak,
besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;

Surat Kelelapan Pgjak Duerah Kwang Bayar Tambahan vang selanjutnya
disingkat SKPDKHT adalah Surat Keputusan ymg menentukan tzmbahan atzs
jumlah pajak vang telah ditetapkan ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingka: SKPOLE
adalah Surat Kepulusan yang menentukan jumlab kelebihan pembayaran pajak
karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajuk yang terutang atau tidak
seharusnya terutang ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nilil yang selanjutnya disinghat SKPDN adalah
Surat Keputusan yang menenlukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya
dengan jumlab kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalab Surat unink
melakukan tagiban pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau
denda ;

Pejabat aclalah pegawai yang diberi tugas terteotu di bidang Perpajakan Dwerah
sesud dengan Perauran Perundang-undangan yung berlaku ;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Persercan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah deogan nama dan dalam beniuk apapun, Persekutuan, Peckumpulan,
Finna, Kongsi, Kopernsi, Yayason alau organisasi sejenis, Lembagn Dana
Pensiun, Bentuk Usaha ';H:Fp gertsa benluk hadan usaha lainuya.

i
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BAB 11
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Pemanfastan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
dipungut Pajak atas setiap pemanfaatan air bawah tanah dan air permukazan.

(2) Chyek Pajak adalah :
£
a. Pengambilan air bawah tanah ; *
b. Pengambilan air permukan,

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

a.  Pengambilan air bawah tanah dan atw air permukaan oleb Pemerintah Pusa
dan Pemerintah Daerah ;

b.  Pengambilan air permukaan oleh BUMN yang khusus didirikan wuniuk
menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemelibacan pengeran, serta
inengusahakan air dan sumber-sumber air:

c. Pengarubilan air bawah tanah dm atav air permukaan wiuk kepeutingan
pengairan perianian rakyat

d.  Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk keperluan desar
rumzh 1zamgga, Rumal Ihadah dan Rumah Sosial,

Pasal 4

(1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atan badan yang mengambil dan alau
memarfaatkan air bawah tanah dan atou air peronkaan,

(2)  Wiajib Pajuk adalah orang pribadi sten badan yang wensambil aic bawah tanah
dan air permukaan.,

Dipindai dengan CamScanner
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BAB 1}
DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 8
Dasar pengenaan Pajak adalab nilai peroleban air,

Nilai perolehan air sebagaimana dimajed pada ayat (1) Fasal ini dinyaiakan
dalam rupiah yang dihitung imennrut sehagian atau seluruh faktor-faktor :

Jenis sumber air ;

Lokasi swunber air ; |

Yolume air yang diambil ;

Kualitas air ;

Luas area tempat pemakaian air ;

Musim pengamnbilan air ;

Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambtlan dan aan
pemanfaata air,

PR EFR

Cara menghitung peroleh air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal i
adalaly nengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.

Harga Dasar Air sebaygimana dimaksad pada ayat (3) Pasal ini ditetapian
secara periodik oleh Kepala Daerah memperhatikan faktor-faktor sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

{ssil perhitungan nilai perolehan air sebagainma dimaksud ayat (2) dan (3)
Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah,

Pasal 6

“I'arip Pajak ditetapkan sebesar 20% (Cua pulub perseratus).

(1)

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAR

Pasal 7

Pajalt ynog terutaog dipungut di Wilayah Daetah.

Dipindai dengan CamScanner
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(2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengaliken tarip
sebagaimana dimalksud dalam Pasal 6 dengan. dasar pengenaan Pujak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ini.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMUBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 8 o~

' Masa Pajak adalah jangka waklu yang lamsanya 1 (sﬁm} bulan takwim,

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pa]aL terjadi pada sant pengambilan air bawah lznzh doo air
permukaa.

Pasal 10
(1)  Setiap Wajib Pzjak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap secta ditandatangani cleb Wajib Pajak afan kuasanya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepala Kepala
Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakbimya nwisa

. (4) Berduk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerab.
BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 11

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), Kepala
Daerah menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD,

Dipindai dengan CamScanner
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Apabila SKFD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak atau kurang
dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (liga pulub) hari sejak SKPD
diterima, dikenalkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dva persen)
sebulan dan ditagib dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPLS sebagaimana dirmaksud pada.
Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperbitungkan dan
menetapkm pajak sendiri yang terutang.

Dalam jangka waktu 5 (lima) talum sesudah saat terutangnya pajak, Kepala
Daerah dapal menerbitkan : '

a. SKPDEEB;

b. SKPDEBT;

c. SKPDN.

SKPDKR sebagimma dimaksud pada ayat.(2) huruf a diterbitkan :

a Apabila berdasarkan basil pemeriksaam alau keterangan lain pajak yaug
terutang tidak atau kursog bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dibitung dari pajak yang kurag
atau terlambat dibavar untuk jangka wakti paling lama 24 (dea pudud
empat) bulan dihitung sejak saat {erutangnya pajak ;

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalan jangka waktn yang ditentukan
dan telah ditegur secara lertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dibitung dari pajak yang kurang
ala terlamhat dibavar untuk jangka wakw paliog lama 24 (dva pulub
emnpat) bulan dihitung sejak saal terutanguya pajak ;

¢ Apabila kewnjiban mengisi SPTPD tidak dipenubi, pajak yang terulang
dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administiasi berupa
kenaikau 25% (dua puluh lima persen) dai pokok pajak ditambah sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2%. (dua persen) sebulan dilutung dari
pajok yang kuring atau lerlambat dibayar untuk jangka wakta paling Jama
24 (dua puluh empal) hulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Dipindai dengan CamScanner
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SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini diterbitkan
apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap vang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenalan sanksi
adininistrasi berupa kepaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah
kekurangan pajak tersebut.

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) horuf ¢ Pasal ini diterbitkan
apabila jumlah pajuk yang terutag sama besarnya dengan jumnlah kredit pajak
atzm pajak tidak terutang dan ticlak ada kredit pajak. ~
Apahila kewajiban membayar pajak terutaog dalan SKPDKE dan SKPDKET
sebagairoana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b Pasal ind tidak atau tidak
sepanubmya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan
menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bungan 2%
(dua persen) sebulan.

Penambahan jurolah Pajak yang terulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

tidak dikepakan apabila wajib pajuk melaporksn sendiri sebslum dilakukan
tindakan pemeriksaan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

Peﬁlhayarmt pajak dilakukan di Kas Daerah atain tempat lain yang ditunjuk odeh
Kepala Daerah sesuai waktu yang dilentukan dalam SFTPD, SKFD. SKPDKE,

SKPDKBT dan STPD.
)

Apabila pembayaran pajak dilaltukan di tempat lain yang ditunjuk, hasi
penerimaan pajak harus disotor ke Kas Daerah selambat-lunbataya 1 x 24 jam
at:an1 dal:on waktu yang ditentuksan oleh Kepala Daerah.

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ind
dilakukan dengan menggunalkan SSP.

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 14

1) Pembayaran pajak harus dilakuk sekaligus at:au hunas.

2) Kepala Dasrah dapal memberikan persetujumn kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur pajak teruting dalam kurun walitu tertentu, setelib memenuhi
persyaratan yang ditentukan.

3)  Angswran pembayuran pajal sebagaimana dimaksud pada ayar (2) Pasal ini,
harus dilakukan secara teratur dan berturut-turul dengan dikesakan bunga

' sebesar 2% (dua persen) sebulan deni jumnlah pajak yang belum atzu kurang
clibayar.

4) Kepala Dasrah dapal memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
menunda pembayaran pajak sampa batas waktu yang ditentukan setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua
persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

3)  Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara
peanbayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
aval (4) Pasal ini, ditetapkan cleb Kepala Daerah. :

Pasal 15

(1)  Sefiap pembayaran psjak sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 diberikan tanda
bukti perbayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

) Beanik, jenis, isi, uluran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajk
sebagaimana dimaksud padaayat (1) Pasal ioi, ditetapkan oleh Kepda Doerah.

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN PAJARK
Pasal 16

(1)  Swat Teguran atau Surat Pecingnun utan Surat lain yang sejenis sebagai awal.

tindakan pelaksanaan penagiben pajalc dikelwacrkan 7 (tujuh) hari SI°‘.l’i""-' saat
jatuh temupo pemnbay aran.

Dipindai dengan CamScanner
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Ddam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah temggal surat Teguran atau Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak vang

lerulang.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluackan oleh Pejabat.

Pasal 17 ﬂ
Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka
walktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau surat Peringatan atan
surat lain yang sejenis, jumlah pajak vang harus dibayar ditagih dengan Surat
Paksa.

Kepala Daerah atau pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21

(dua puluh satu) hari sejak tanggal Sural Teguran alau Surat Peringatan atan
surat lain yany sejenis.

P’asal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam
sesudah tanggal pemberitahuan Sural Paksa, Kepala Daerah alan pejalat segera
menperhitkan Surat Perintah melaksanalcan Penyitaan.

Pasal 19

Setelab dilakukan penyitam dam Wiib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya,
sefelah Jewat 10 (sepuluh) hari sejak (angyal pelaksanaan Surat Perintsh
Melaksinakan Penyitaan, Kepala Daerah atau pejabat meagajukan permibitaan
penctapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara,

Pasal 20

Setelah Kantor |elang Ne bt tiggal ja
®elang, Juru Sita memberitkan dengAhhip6y m t‘ THE[ Iqlnput pﬂtaksanaan

,..OKLth T Y ‘Ei*'i‘:

' “wagl PATEY MACELANT

& ——
e B ———— —

Dipindai dengan CamScanner
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Posal 21

Bentuk, jenis dan isi formulic yang dipergunakan untuk pelaksanzan pensgihan Pajak
Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

1)

2)

(4)

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Ponsal 22

Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat membern
pengurangan, keringanan dan pembebasan pe;jak.

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pemielasan paak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan deh Kepala Daerzh,

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Kepala Daeral atau pejabat karena jabatan atau alas permobonan waid paak
dayat :

a  membetilkan SKPD atau SKPDKB atan SKPDRBT  atanw STPD yag
dalain penerbitannya terdapur kesalahan tulis, kesalulun hitvag Jan atau

kekeliruam dalam penerapan peratan perundang undangan perpaakan
daerah ;

b, memledallian alau menguangkan ketetopan pajk yang tidak beoar ;

¢ mengurangban atau enghapus sanksi adriinistiast berupa bungs, denda dan

kenukan pejuk yang tenitang dalun hal sagkst tersebut dikenakan kayona
kekhadafian Wajib Pajak atan bukan kirens besalafiomya

Dipindai dengan CamScanner
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(1) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan

~ penghapusan alau pengurangan sankd administrasi atas SKPD, SKPDKBE,

' SKPDKBT dan STIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus

disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada kepala Daeral selamba-

lambatnva 30 (tga pulub) bari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKE,
SKPDKBT atau STPD dengian memberikan alasan yang: jelas.

(2) Kepala Daerah atan pejabat paling lama 3 (liga) bulan sejak surat permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diteritna, sudah harus
memberikan keputusarn. ,

(3)  Apatila setelah lewal waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana diaksud pada ayat (3)
Pgsal ini Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikin keputusan,
permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan  ketetapan  dan
penghapusan atau pengurangan smlesi administrasi dianggap dikabuikan.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 23
(3) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Dnerah atau

pejabat alas suatu :
a. SKPD;
b. SKPDKB;
c. SKPDKBT;
d. SKPDN.

(4) Permobonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal imi harus
disarupaikan secara tertulis dalem Babasa Indonesia paling lama 3 (iga) bulaa
sejak tanggal SKPD), SKPDKB, SKPDKBT, dan SKFPDN diterima oleh Wajib
Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapal menunjukkan bahwa jangka waktu it
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(5) Kepala Daerah alan Pejabat dalan jangla waki paling lama 12 (dua belas) bulaa

sejak tanggal Surat Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) Pasal ini diterima, sudith memberikan keputusan.
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(1) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Pasal ini Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keptuusan,
permohonan keberatan diimggap dikabulkan.

(2) Pengajnan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak
menimda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa
Paiak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sefelah diterimanya keputusan
keberatan.

2) Pengajuan banding sebagaimmna dimalksud pada ayat (1) Pasd ini tidak
meuwmda kewsajiban membayar pajak.

Pasal 26

Apabila pengajua keberatin sebagaimana dimaksud dalam Fasal 24 atau banding
sebaguimana dimaksud dalam Pasal 25 dikabulkan sebagian atau selurubnya,
kelebibano pembayaran peajak dikembalikan dengan ditarubaly imbalan bunga sehesar
2% {dua persen) sebilan untuk paling laroa 24 (dua puluh mpat) bulan.

BAE XII
PENGEMBALJAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

€) Wajik Paak dapat mengajukan permchonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak kepada Kepala Daerab aleu pejabat secara tertulis dengan
menyebutkan sekurang-kuranguya :
a  Nama dan alamat Wajib Pajak ;
b. Masa Pajak ;
¢ Besamya kelebihan pembayaran pajak ;
d. Alasan yang jelas.
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(1) Kepala Dwda atau Pejubat dalam jangha wakiu paling lasa 12 (dua belas)
hulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

pajak sebagaimana dimuiksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberixan
kepulusan,

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dinaksud pada ayat (2) Pesal ini dilanpa
Kepala Daerah atau pejebal tidak memberikan keputusan, permolionan
pﬂlgemhahnn kelebilian perbayaren pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB
harus diterbitkan dalamd wakiu paling lama 1 (situ) tarlan.

() Apahila Wajib Pajak mempunysi utang pajak lainnya, kelebihan pernbayaran )
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini limgsung diperlilungkan
untuk melunasi lerlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(4) Pengembalian kelebihan pambayyran pajuk dilakukan dalam waktu paling lama
2 (dna) bulan sejak diterbitkannya SKFDLE dengan meoerbitian Surat
parintali Mem!_:ayar_' Kelebihan Fajak (SPMKFP).

(5) Apahila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat
waktu 2 (dva) bulan sejak  diterbitkannya SKPDLB, Kepala Dasrah
memberikan imbalan unga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas
keterlanbatan pembayaran kelebibian pajok.

3, Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pojak lanuye,
sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (4) ini, pembayarasnnya dilakukan dengan
cara pemindzh-bukuan dan bukli pemindah-bukuan juga beclaku seboged bukt
peanhayaran.

BAB Xl
KEDALUWARSA

PPasal 29
(2) Hak unfuk medakukan penagian pajak, kedaluwarsa setelall melampavi jangka

- walitu 5 (lima) tzhun terhitung sejak saat terulanguya pajak, kecuali :{pahln
Wajib Pajak roelakukan tindak pidana di hidang perpajakan Daecah, :
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1) Kedaluwarsa penagihan pfgt?k sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
tertangguh apabila :

a. Diterbitkanuya Surat Téguran dan Surat Paksa ;
b, Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak langsung maupun tidak
langsung.
a

" BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

(1) Wgjib Pajak yang karena kealpasannya tidak wenyampaikan SPTPL atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan
yang tidak benar sehingga meérugikan kevaogan. Daerab dapat dipidanz dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling lama 2 (duz)
kali jumlah pajak yang terutang.

@) Wajib Pajak yany Jengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atzu mengisi
dengan tidak benar atau tidak 1~ngkap atau melampirkan keterangan yang tidak
bepar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana
penjara paling Jama 2 (dua) tabun dan atau denda paling banyak 4 (empat] kali
jumlah paak yaog terutang.

" Pasal 31

Tindak pidana sebagmimana dimaksud dalam Pasal 30 tdak dituntat selelh

\ melampaui waktu 10 (sepuluhb) tahun sejak saat terutanguya pajak.

' BAB XV
PENYIDLICAN

- Pnsal 32

- @3)  Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diben
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan daerah sebageimana dimaksud dalam Undang Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukwn Acara Pidana.

- AT L ) L TN |
'
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Wewenang penvidik héhégﬁimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

b. Menerina, mencari, mengunpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
. berkenan dengm tindak pidana di bidang perpajukun daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lenghap dan jelas.

¢ Meneliti, mencari dan mengumpulkanketerangan mengenai orang pribadi
alau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungzm
dengan tindak pidana perpajukan daerah tersebut.

d. Meminta keterangnn dav bahan bukti dari orang pribadi atan badan
sehubungan dengan tindak pidaoa di bidang perpajekan dacrah.

e. Memeriksa buku-buku, catatan-catatzn dan dakumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpujakan daer b ;

f. Melakukan penggeledahan unluk mendapatkan bahan bukti pembiduan,
pencalatan, dan dokumen-dokwnen Jain, serfa melaknkan penyilaan
terbadap bahan bukl tersebut. ;

g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanazn tugas penyidikan
tindak pidana di bidmng perpajakan daerah ;

h. Menyuruh berhenti, melarang sesecrapg meniogcalkan rmngan atm
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identias orang dan atan dokumen yang dibawa sebagianaa dimaksud
pada burufe ;

i. Memotret seseorang rﬁng berkaitan deogan tndak pidana perpaiak
daerah;

j. Memanggil orang uoluk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi ;

k. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyiilik Polisi
Republik Indonesia bahwa tidak terdnpat culcup bukli alauw peristiwa
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya Penyidik Polisi
Republik lndonesia menyvampaikan hal tersebut kepada Penuntut Uimum,
Tersangka atau kelvarganya ;
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a Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat

dipertanggung jawabkan. |

(1) Penvidik sebogaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitabukan
dimulainya penyidiken dan menyanpaikan hasil penyidikan kepada Penyidik

Polisi Republik Indonesia.
BADB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Pelaksanzan Peraturan Daerah ini ditetapkan deh Kepala Daerah.

Pasal 34
Peratwan Daerah ind moulai berlaku pada tmygal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetabuinya, memerintahkan peagundangan
Peraturan Daersh ini dengan penempatannva dalamm Lembaran Daecah Kabupaten

Daerah Tingkat [ Magelang.

' Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Pebouari 1998,
DPRD BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I
KABUPATIEN DATI [l MAGELANG MAGELANG
KETUA
TTD TTD
H.A. SOBOERI KA RDI
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DISAHKAN
Dengan Keputusan Meoteri Dalam Negreri
Republik Indonesia
Nomor ; 973.33.787 Tanggal 14 -9 - 1998
Direktorat Jenderal Pemerintabao Umum dap Otosord Daerah
Direktur Fembinaan Pemerintahan Daerah

TTD. '
DRS. KAUSAR AS,

| DL |
s i

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat [[ Magelang
Nomor 7 Tahun 1998, Taoggal 22 September 1998
Seri A ; Nomor 2

Ymt. Sekretaris Wilayah/ Daerah
ttd. _
‘Drs. H. SOLECHAN AS.

.

Pembina Tinghat I.
NIP. 500 034 160.
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAI TINGKAT [1 MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAIT TANAN
DAN AIR PERMUKAAN

)

UMUM

Air merupakan sumber hayati yang paling ulama, roaka dalam hal
pemikiiannya harus memperhatikan aZas Kemanfaatan, Keseimbangan dan
Kelestarianaya. Air mempunyai manfaat serbaguna baik di hidang Ekonomi, Sesial
mapun Budaya, karena itu Hak Penguasaan Atas Alr Bawa Tanzh dm Air
Permukasn berada di tangan negara.

Air dipat menjadi sutnber pendapatan Daerah, untuk ilu pemanfastannya
harus diatur sedemikian rupa, dalam hal peoganbilm dan pemanfaatan Air Bawah
Tanah dan Air Permukaan harus mendapat ijin dari Kepala Daerah. dam waib
memberikan kontribusi berupa pembayaran pajak dalam jumlah tertentu, meskipun
wajib pajak tidak dapat menikinati kontra prestasi secara langsung atas pembayaran
itu.

Dalam rangha roeningkatkan dan memperbesar Potensi Keuangan Deerah
. Tingkat I, perlu diadakan usaha-usaha peuggalian sumber-smmber hak memungut
Pajak pengamhilan dan Pernanfaatan Air Bawah Taah dan Air Permukaan kepada

Daerah Tingkat II, yang basil pemungutan tersebut dapat digunakan uoink
pemabiayaan pemeriniahan din pembangunan.

Untuk kepentingan pengawasan Usaha Pengarobilan dan Pemanfaatan Air
Bawah Tanah dan Air Permukan, Pemerintah Daetah Kubupaten Daerah Tingkat 1

Magelang memandang perlu menelapkan progalurannya yaog diluaugkan dalam
Peraturan [erah.

hY
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Pasal

Pasal

Fasal

. Pasal

Pasal

Pasal

3 twrufabedand

10
11
12
13

14

22

Cukup jelas,
Culcup jelns.

Obvek Fajak pemenfaatan Air Bawah Tanah dan
Air Permukaan adalah setiap pengamtilan air deh
perusahaan indusiri alav unfuk usaba ‘I{tmersio,
lainnya. r

Dikecualikan dalam arti tnhwa Pemeanfzaian Air
Bawah Tanab dan Air Permukaan untuk keperluan
tersebut tidak dikomersialkan dan aam tidak
melebihi batas yang telah ditentukan cleh Kepala
Daerah,
Cultup jelas.
Culcup jelas.
Culkup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Culcup jelas.
Cukup jelas.

Cultup jelas.
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Pasal

Pasal

Fasal

Pasal

15

16

e |

18

&

26

23

31
32

%

33 ayat (1) dan (¢

L

Cukup jelus,
Cukup jelas.
Cukup jelas,
Cukup jelns.
Culcup jelas,
Culup jelas.
Culrup jelns.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

-Cukup jelas.

23
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Pasal 33 ayat (3) : Spsuai  dengin  kelentuan yanyg dhatur  dalam

Pasal 34

Pasal 35

Undang Undang Nomer 8 Tahun 1931 tentang
Hukum Acara Fidana dan Fatwa Mabkamah Agung
Republik Indemesia Nomor : KMA/114/1V/1930
tanggal 7 April 1990 tentzng Pepyerzhan Hasil
Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil k!"p':ldn
Pemuntut Unnm.

Culkup jelas. 0

:  Culkup jelas,

e A -

IR T e -. sio -ﬁ A; } ()

- - i -

| S fPUam“m‘ﬁme r
LKUMENTAS\ DA INFORMAY UM

KABUPATEN MAGELANG

—_—
-
—
-
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